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Green economy adalah s(llah satu gerakan ke arah perubahan 
paradigma. Green economymencoba mengubah mentalitas"growth first 
clean up foter" menjadi, apa yang disebut oleh Gergescu-Rogen sebagai 
" growth and clean up are viewed in an integrated fashion': Gerakan yang 
didasari pada semangat Georgescu-Rogen (atau dikenal dengan G-R 
rule) kini telah menjadi gerakan yang sedang dijalankan secara masif 
di berbagai negara termas uk di Asia yang dipelopori oleh Korea dan 
China. Meski muncul dengan jargon yang bermacam-macam seperti 
green growth (DECO), green jobs (fLO), green industry (UNfDO), green 
business serta green economy (UNEP) sendiri, esensi dari semuanya yakni 
mengembalikan peran alam dan lingkungan sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari keputusan ekonomi. 
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1. Pendahuluan 
Pada tahun 1989, David Pierce, Ani! Markandya, dan Edward D 

Barbier dari the London Environmental Economic Center, bekerjasama 
dengan the International Institute for Em/ironment and Del,elopment dan 
the Department of Economics of University (ollege, London menerbitkan 
Blueprint for A Green Economy. Buku yang diterbitkan oleh Earthscan 
Publications Ltd London tersebut dipersembahan kepada Department 
of the Environment, UK sebagai landasan kebijakan umuk mencapai 
pembangunan berkelanjutan (Pierce et al., 1989). 

Selang dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1991, David Pierce, 
et alet at. kembali menerbitkan buku berjudul Blueprint 2: Greening the 
World Economy. Sebagaimana buku pertama, buku kedua pun diterbitkan 
oleh penerbit yang sama. Jika pad a bllku pertama green economy dimaknai 
secara mikro melalui pendekaran teod ekonomi lingkungan seperti 
lingkungan, neraca sumberdaY3, benefit-cost anaiysis dan teori discounting 
the filture, maka pada bukll kedua David Pierce, et at. memaknai greening 

world economy mdalui pendekatan makro. aleh karena itu, yang 
dibahas pada bllku dua mengenai global commons, global warming. carbon 
trade, economics of tradah/e permit, economics of ozon layer dan lain-lain 
(Pierce et af., 1991) 

Pierce et at., menlllis kedua bllku tersebut terinspirasi oleh buku 
"Our Common Future" yang diterbitkan oleh the WOrld Commission on 
EmJironment and Develrpment (\X'ECD), atau dikenal dengan Brundtland 
Commission pada tahun 1987. Amanat pentingyang disampaikan oleh bllku 
tersebllt adalah konscp pernbangunan berkelanjutan, yaitu, pembangllnan 
I Staf Pengajar p.ld, Dcpartcmcn EkonOlni dan Lingkllngan Fakuiras Ekonomi 
dan Manajemen IPB 
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ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat global saat ini 
tanpa mengurangi kemampuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat 
di masa yang akan datang. Dengan kata lain, kegiatan pembangunan harus 
dapat mewariskan kesejahteraan pada generasi mendatang berupa aset 
lingkungan dan sumberdaya alam minimal sarna dengan yang kita terima 
dari generasi sebelumnya, plus ilmu pengetahuan, teknologi dan man-made 

capital. Inilah merupakan pengertian pembangunan berkelanjutan yang 
telah menjadi mainstream ekonomi dan pembangunan (WCED, 1987). 

Buku Blueprintfor a Green economy yang disebutkan di atas merupakan 
panduan strategis untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan 
melalui pengintegrasian ekonomi dan lingkungan. Artinya, konsep 
pembangunan berkelanjutan dibangun di atas kesadaran bahwa sistem 
ekonomi btrdampak pada sistem lingkungan melalui pemanfaatan SDA, 
pembuangan limbah ke media lingkungan, dan lain-lain. Pun demikian 
sebaliknya, sistern lingkungan akan mempengaruhi sistem ekonomi 
melalui berkutangnya daya dukung lingkungan (Pierce et al., 1989). 
Pada praktiknya, khususnya di negara berkembang, lingkungan selalu 
mensubsidi pertumbuhan ekonomi dengan cara mengabaikan prinsip­
prinsip pembangunan berkelanjutan. Karena itu, tantangan terberat ke 
depan bagi negara-negara berkembang adalah bagaimana rnengintegrasikan 
kedua kepentingan tersebut dalam sebuah kebijakan. Dikotomi antara 
kepentingan lingkungan dan ekonomi harus segera diakhiri. 

Sejak buku Blueprint for Greer; Economy dan Blueprint: Greening the 
World Economy diterbitkan, prase green economy jarang terdengar. Pun, 
tidak menyertai prase pembangunan berkelanjutan yang hampir muncul 
pada setiap pembicaraan masalah ekonomi dan pembangunan. Pertemuan 
internasional yang membahas masalah lingkungan, pcrtumbuhan ekonomi, 
perubahan iklim dan lain-lain tidak menyertakan prase green economy. 

Terminologi green economy baru terdengar kembali sejak dua tahun 
terakhir scjalan dengan m.lfaknya pembahasan fenomena perubahan iklim 
global, dan semakin dekatnya Rio Summit+20 bulan J uni 2012. Perubahan 
iklim global yang diyakini mempengaruhi iklim mikro (micro climate) 
banyak menyadarkan penduduk bumi bahwa perubahan iklim global itu 
ada, dan dampaknya dapat dirasakan. Nelayan dan petani merupakan 
kelompok masyarakat yang paling merasakan dampak perubahan iklim. 
Karena itu munculah berbagai usulan strategi mitigasi untuk jangka 

GREEN ECONOM Y Menuju Pembangunan Berkelanjutan 

panjang dan adaptasi untuk jangka pendek, dengan tujuan mereduksi 
dampak tersebut agar tidak terlalu merugikan. Green economy mengemuka 
sebagai respon atas fenomena perubahan iklim global dan permasalahan 
lingkungan lainnya yang dianggap mengancam keberlanjutan kehidupan, 
termasuk keberadaan bumi di mana kita berada ini. 

Lalu, apa itu green economy? Adakah kesamaan dengan "green 
economy" yang disampaikan Pierce et af. 20 tahun lalu? Dalam tulisan ini 
penulis mencoba memahami green economy sebagaimana disampaikan oleh 
United Nations Environmental Program (UNEP) secara kritis, yan8 melihat 
relevansinya dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan, perubahan 
iklim, sekaligus mengatasi kemiskinan. Hal ini penting agar green economy 
ticlak di"main"kan oleh kepentingan sekelompok negara maju. 

2. Mengapa Harus Green Economy? 
United Nations Environmental Program (UNEP) dalam dokumen 

berjudul "Towards A Green Economy" mendefinisikan green economy 
sebagai suatu sistem ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas manusia 
dan keadilan sosial sekaligus juga dapat mereduksi risiko lingkungan dan 
kelangkaan ekologis (UNEP, 2011). Dengan kata lain, green economy 
mendorong investasi publik dan swasta yang dapat memicu pertumbuhan 
pendapatan dan kesempatan kerja namun pada saat yang sarna juga 
dapat mengurangi emisi karbon dan polusi; meningkatkan efisiensi 
dalam pemanfaatan energi dan sumberdaya; serta mencegah kehilangan 
biodiuersit), dan jasa ekosistem alamo Untuk mencapai kondisi tersebut, 
diperlukae reformasi regulasi dan kebijakan investasi. 

UNEP (2011) menegaskan, lahirnyagreen economy merupakan respon 
atas hasil evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan. Sejak 
konsep pembangunan berk-elanjutan diperkenalkan pada tahun 1980-an, 
di satu sisi telah berhasil memicu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, 
namun di sisi lain meninggalkan persoalan lingkungan dan kemiskinan 
yang parah. Industrialisasi di negara-negara maju seperti di USA, Canada, 
Jepang, Australia, Eropa Barat, dan new emerging industrial countries seperti 
Korea Selatan dan China, telah menghasilkan emisi karbon dan bahan 
pence mar lainnya. Emisi karbon yang tinggi dihasilkan dari penggunaan 
bahan bakar fosil untuk menggerakkan sistem transportasi dan industri. 
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Di sejumlah negara berkembang, seperti Indonesia, China dan 3.1. Green Economy Mengakui Nilai Biodiversity 
Vietnam, pertumbuhan ekonomi mencapai angka tinggi, bahbn China 
hampir mencapai angka dua digit. Suatu prestasi yang luar biasa. Namun, 
pada saat yang sama terjadi deplesi sumberdaya alam dan degradasi 
Iingkungan. Dengan kata lain, capaian ekonomi yang tinggi diraih 
melalui pr"ktik brown economy. lGrena im, upaya pengarus-utamaan 
(mainstreaming) green economy oleh UNEP tidak dimaksudkan untuk 
mcnggantikan konsep "pembangunan berkelan jman", melainkan sebagai 
upaya memperkuat strategi dalam merealisasikan konsep terse but. 

Dalam buku " Towards green economy", UNEP l11encoba mem:lparkan 
langkah-Iangkah bagaimana menghijaukan ekonomi (how to green 
economy). Hasil yang diharapkan, green ecomrry dapat menjadi mesin baru 
pertumbuhan ekonomi namun pada saat yang sarna mampu mereduksi 
emisi karbon dan polusi; meningkatkan efisiensi penggunaan energi 
dan sumberdaya; dan mereduksi kemiskinan (pollerty eradication) di 
berbagai sehor seperti pertanian, perikanan, kehutanan, air bersih, dan 
energi. Sebagai contoh, pembangunan kehuranan yang berkelanjman dan 
penani"n yang ramah lingkllngan dapat memperbaiki kesllburan tanah 
dan ketersediaan air, dan hal ini maha penting bagi pertanian subsisten 
di mana sekitar 1,3 miliar manusia masih menggantungkan kehidupan 
terhadapnya (UNEP, 2008). Sampai di sini, tidak ada yang salah dengan 
green econorrry karena secara konsepmal relevan dengan kepentinga~J 

masyarakat global. 

3. Urgensi Green Economy 
United Nations Envirollmental Program (2011) menyampaikan 

{'!lam agenda penting green economy untuk mewujudkan pemb::mgunan 
berkelanjut~n. Pertttrna, green economy mengaklli 'ldanya natural capital; 
kedua, memainkan peran mama dalam penyelesaian kemiskinan; ketiga, 
n~enciptakan Iapangan kerja dan meningkatkan keadilan sosial; keempttt, 
menggantikan energi fosil dengan energi terbarukan; ke!ima, mendukung 
efisiensi energi dan sumberdaya; keenam, menciptakan kehidupan kota 
yang berkelanjlltan dan rendah emisi karbon; dan green economy dapat 
memelihara dan merestorasi kekavaan alam. 

Biodiversity seperti sumberdaya genetik, spesies dan ekosistem 
merupakan kekayaan alam (natural capital) yang sangat berharga. 
Biodiversity telah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi umat 
manusia, menyediakan input penting bagi pembangunan ekonomi dan 
mereglilasi sistem lingkungan sehingga nyaman dan am an bagi kehidllpan. 
Oleh kaeena itu, kekayaan alam seperd huran, danau, lalit, pesisir, sungai 
dan lain-lain merupakan sumber biodiversity yang sangat bernilai. Investasi 
ul1tuk mempertahankan kondisi natural capital agar tetap prima atau 
memperbaikinya bagi yang sudah parah merupakan investasi jangka 
panjang yang tidak akan sia-sia. Oleh karena im, green economy menaruh 
perhatian pada lIpaya pelestarian dan pemulihan slimberdaya biodiversity. 
Estimasi UNEP (2011), untuk memulaigreen economydiperlukan investasi 
sebesar 2% dari total GDP global (sekitar US$ 1300 miliar) di mana 0.5% 
nya digunakan untuk memlilai upaya pelestarian dan pemulihan kondisi 
natural capital sepert; huran, perranian,fteshwater, dan perikanan. Adapun 
program mama investasi dalam bidang natural kapital meliPliti upaya 
penurllnan hju deforestrasi, mengembangkan pertanian ramah lingkllngan 
(greening agriculture), pemulihan sllmberdaya air, dan perikanan. 

Huran mempakan infrastruktur ekologi yang maha penting bagi 
umat manllsia. K0l110diti dan jasa lingkungan yang dihasilkan hutan dapat 
mencpang kehidupan lebih dad sam :l1iliar umat manusia (PAO, 2006). 
Hutan menyediakan jasa Iingkllngan sepeeti regllbsi sistem hidrologi 
dan iklim mikro yang nyaris tak tergantikan. Hutan juga merupakan 
rumah bagi 80% spesies. menopang keberlanjuran sistem perranian, dan 
sektor-sektor lain yang di-driven oleh sllmberdaya alam seperti kesehatan, 
pariwisata, dan lain-lain. 

Lajll deforestrasi dan degradasi sumberdaya hutan yang belakang ini 
marak terjadi di berbagai belahan dunia didorong oleh keburuhan kaYl! 
d:m keperiuan lahan llntuk pengcmbangan pertanian. Hal ini beraed 
kita telah kehilangan jasa Iingkllngan dan peiliang ekonomi lainnya dari 
huran sejalan dengan berkurangnya sumberdaya huran. Hal ini telah 
mengakibatkan lahirnya persoalan-persoalan sosial dan ekonomi di 
masyarakat. Bia)'a sosial dan ekonomi menjadi lebih mahal yang pada 
gilirannya menurunkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Imlah 
yang mendorong green economy menaruh perhatian pada pemulihan 
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sumberdaya hutan. UNEP menegaskan investasi 0,03% dari total GPD 
per tahun antara 2011-2050 untuk konservasi hutan dan reforestrasi akan 
meningkatkan nitai hutan sebesar 20% dari pola pellgdolaan biasa (business 
as a usual), di luar penyerapan tenaga kerja formal dt sektor kehutanan dan 

jasa penyerapan karbon. 

Green economy juga bertujuan menghijaukan pcnanian (to green 
agriculture). Sektor penanian sangat penting, karena sektor inilah yang 
memberi makan populasi dunia yang terus bertambah. Diperkirakan 
tahun 2050 terdapat sembilan miliar penduduk dunia. Memperhatikan 
kondisi ini pertanian menjadi sangar penting dan strategis. Tidak ada 

penanian harus dikembangkan agar dapat mcmcnuhi kebutuhan 
pangan populasi dunia. Namun dalam pengembangannya, tidak boleh 
merusak lingkungan dan menggcrogoti sumberdaya alam lain. Praktik 
pertanian yang boros air, pupuk kimia dan pesrisida, dan pengolahan 
lahan secara masif tdah berkontribusi pada degradasi lingkungan. IPee 

saat ini pertanian menggunakan lebih dari 70% air (freshwater) 
global dan rnenyumbangkan 13% total emisi karbon global (IPCe, 
2007). Selain itu, praktik perranian saat ini juga menimbulkan gangguan 
keseharan akibat penggunaan pestis ida yang menyebabkan kcmatian 
lebih dad 40.000 orang setiap tahunnya dt dunia (UNEP, 2004). Oleh 

praktik penanian yang tidak ramah ekologi seperti yang saar 
iui berbngsung harus d;hentikan (Lm digactikan deng;.c[l green agriculture 
yang Jebih menyejahterakan petani, ramah ekologi (agroecology) 
berkeIanj utan. 

Di beberapa negara Ame'rika Latin telah dikembangkan agroecology 
yang dianggap lebih ramah ekologi, coeok untllk pertanian subsisten dan 
mendukung [ereapainya kedaulatan pangan. Mulvani (2010) menyatakan 
bahwa af:,TToecology dapat menurllnkan emisi karbon, mengkonservasi 
biodiuerJit)l, meningkarbn pengetahuan lokaI, mcningkatkan kesuburan 
lahan, pengendalian hama rerpadu d,ll1 meningkatkan produktivitas 
pcnanian.Agroecologypllll pada akhirnyadapat meni ngkatkan produktiviras 
pertanian 30-100~ll dari praktik pertanian biasa, meningkatkan 
kesejahteraan perani, clan mencipcakan kedaulatan pang"-n. 

3.2. 	 Peran Sentral Green Economy dalam Pengentasan 
Kemiskinan 

Kemiskinan masih merupakan persoalan utama di kcbanyakan 
negara, dan merupakan ecrminan ketidakadilan sosial yang sangat kasat 
mata. Persoalan kemiskinan terkait dengan ketidakadilan akses terhadap 

kcschatan, sumbce permodalan, kcsempatan bcrusaha, 
memperoleh pendapatan (income), dan kepastian property atas sumberdaya 
alamo Kemiskinan tersebllt seeara sistematis harus diatasi namun dengan 
eara yang tidak menguras natural capital. Hal ini terutama 
kepada ncgara dengan pcnghasilan rendah, di mana mata peneaharian 
utama pendududuknya masih sangat tergantung pada sumberdava alam 

jasa lingkungan ('fEB, 2008). 

Untuk mengatasi kemiskinan, UNEP (201l) menawarkan program, 
di antaranya, greening agriculture; investasi di bidang pcnyediaan air 
bersih, pcmanfaatan cncrgi terbarukan dan pcngembangan ecotourism. 
Greming agriculure adaJah perubahan tata eara bertani konvensional yang 

extenal input ke low bahkan zero external input (agroecology), dengan 
penekanan pada smallhoderlpeasants. Sebagaimana disampaikan oleh 
Mulvani (2010), agroecology dapat meningkatkan produkrivits perranian, 
meningkatkan kualitas lahan dan mengurangi kemiskinan, sehingga 

dianggap sebaga i investasi dalam natural capitaL Nagayets (2005) 
mengatakan bahwa seeara global terdapat sekitar 525 jura petani, 404 juta 
tii antaranya mengelola pertanian kedl dengan lahan kurang dari 2 hektar. 
Oleh karena itu, Nagaycrs menegaskan jib green econo1Jl), difokuskan 
pertanian skala kedl maka akan mampu mengurangi kemiskinan yang 

seeara global. Hal ini dudukung juga oleh hasil penelitian lez 
et al., (2001) d: Afrika dan Asia, best practice pertanian ekologis, integrlttrd 
forming, (lgroforestl)\ integrated pest management, dan best pmctice l::tinnya 
yang sejenis tdah mampu meningkatkan hasil pcrtanian sebanyak 
mereduksi kemiskinan petani, men:ngkatkan kualitas lahan sckaliglls juga 

ngkatkan daya serap karbon (carbon sequestration). Hasil pemoddan 
UNEP (201l) menunjukkan bahwa jika pertanian ramah lingkungan 
diterapkan seeara bena~ maka akan mampll mengubah pertanian sebagai 
emiter gas rumah kaea mcnjadi penyerap gas rumah kaea. 
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Kemiskinan dapat pula diatasi melalui investasi dalam penyediaan air 
bersih dan sanitasi bagi keluarga miskin. Air bersih merupakan kebutuhan 
dasar yang maha penting bagi keberlangsungan kehidupan. Namun 
sayang, banyak manusia di berbagai belahan uunia tidak mendapatkan air 

yang cukup. WHO (2010) melaporkan bahwa rerdapat 884 juta 
orang secara global yang tidak memiliki akses terhadap air bersih. 5e1ain 
air bersih, sanitasi juga masih merupakan persoalan serius. Menurut WHO 
(2010), ada sekitar 2,6 miliar orang di dunia yang tidak memiliki akses 
terhadap layanan sanitasi yang baik. Kekurangan air bersih dan layanan 
sanitasi yang tidak memadai, secara global telah menyebabkan kematian 
1,4 juta anak balita setiap tahun. 

Selain menyebabkan penyakit dan kematian, ketiadaan akses terhadap 
air bcrsih dan sanitasi juga menambah beban golongan miskin. Ketiadaan 
akses terhadap air bersih memaksa mereka untuk membelanjakan sebagian 
pendapatannya untuk membeli air bersih atau memaksa anak-anak dan 
perempuan mengalokasikan waktu untuk mendapatkan air bersih dari 
tempat yang terkadang sangat jauh. Fasilitas sanitasi yang tidak memadai 
juga merupakan penambah beban kehidupan golongan miskin. 5anitasi 
yang tidak baik merupakan sumber penyakit sehingga mereka terpaksa 
harus mengalokasikan pendapatannya yang sangat lerbatas untuk keperluan 
pcngobatan. Jika tidak ada uang untuk berobat mereka akan hidup dengan 
penyakit yang sudah pasti akan membuat mereka tidak dapat bekerja dan 
tidak berpenghasilan. Hasil riset World Btmk melaporkan bahwa biaya 
pengobatan penyakit rerkait kekuarangan air bersih dan buruknya sanirasi 
dapat mencapai 2% dari total GOP Indonesia, Vietn:lIl1, Camboja, dan 
Filipina (World Bank, 2008) 

Skcnario Green economy lmruk green in;)estment dalam menyediakan 
air bcrsih dan sanitasi mcmbutuhkan dana sekitar 0,16% dari total GOP 
global per tahun. Dengan investasi sebesar ini, pcmanfaatan air secara 
global dapat dipertahankan pada level bcrkelanjutan, dan MDG 
air bcrsih dapat dicapai pada rahun 2015. Atau paling ridak, invesrasi 
tersebut dapat merupakan prekondisi bagi penyiapan akses terhadap air 
bersih dan sanita~i sebagai tahap awal dalam upara melaksanakan green 

econon~y (UNEP, 201 
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Sdain keterbatasan terhadap akses air bersih dan sanitasi, golongan 
miskin juga memiliki akses yang terbatas terhadap energi. Dengan kata 

golongan miskin juga mengalami miskin energi. World DelJe!opment 

Report (2010) melaporkan bahwa saat ini ada sekitar 1,6 miliar orang 
secara global memiliki kekurangan pasokan listrik. Di Mrika, ada sekitar 
110 miliar rumah tangga miski n yang secara total mengeluarkan anggaran 
sekitar U5$4 miliar per tahun untuk membeli minyak tanah ulltuk 
penerangan. Penggunaan minyak tanah selain mahal, juga tidak sehat dan 
tidak aman. Selain itu, sistem pasokan energi saat ini pun mencerminkan 
ketidakadilan. Di satu sisi terjadi pengahamburan energi, di sisi lain masih 
terdapat miliar rumah tangga di dunia yang masih menggunakan 
energi biomassa tradisional untuk kcperluan makan (OECD/1EA, 2010). 
Padahal, diyakini penggunaan energi biomassa dapat menyumbang emisi 
gas rumah kaca dan mengganggu kesehatan. Oleh karena im, green economy 

menaruh perhatian untuk mengatasi kemiskinan energi mclalui investasi 
renewable green energy dan berupaya membuka akses pada energi listrik 
untuk kelurga miskin. Hal tersebut dapat dicapai jika ada alokasi anggaran 
sebesar U5$ 36 miliar per tahun antara tahun 2010-2030 (UNEP, 2010). 

UNEP juga mengagendakan pengentasan kemiskinan mclalui 
pengembangan ecotourism. Memirutnya, pengembangan ecotourism akan 
mendukung penguatan ekonomi lokal dan pengurangan kemiskinan. 
Namun jika tidak dikelola dengan bijak, ecotourism akan berdampak 
negatif pada lingkungan. Hal ini dikarenakan ecotourism, potensial 
menghasilkan emisi GRK, konsumsi pembuangan limbah, merusak 
biodiversity darat dan laut, sena mengancam kelestarian niJai dan budaya 
lokal. Oieh karena im, menghijaukan ecotourism sangat penting, karena 
jika tidak akan mcngancam keberIanjutan ecotourism im sendiri. Padahal, 
ecotourism memberikan kol1tribusi terhadap 20% penumbuhan ekonomi 
global, memperkerjakan 230 juta tenaga kerja, dan diperkirakan, sam 
pekerjaan ecotourism dapat berimplikasi terhadap terciptanya 1,5 
pekerjaan lain yang terkait dengan ecotourism. (UNEP and \'VTO, 2005). 
Greening ecotourism berarti dalam pengelolaan ecotourism perlu dilakukan 
dcngan ramah Iingkungan, memprioritaskan kcpentingan masyarakat 
lokal baik dalam pekerjaan, kesempatal1 berusana, serra sedapat mungkin 
dapat mengembangkan porensi ekonomi lokai. 
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3.3. Green Economy dalam Bidang Energi 
Energi fosH yang saat ini menjadi energi utama bagi mesin industri dan 

ekonomi dunia telab sampai pada taraf mengkhawatirkan. Selain pasokan 
yang sudah mulai menipis, energi fosH juga berdampak negatif terhadap 
lingkungan. Diyakini, bahwa akar permasalahan terjadinya pemanasan 
global dan perubahan iklim dunia terkait erar dengan konsumsi 
yang sudab berlangsung sejak awal r~volusj industri di Eropa. UNFCCC 
(2009) menyampaikan bahwa penggunaan energi fosil menyumbangkan 
2/3 dari toral emisi GRK secara global. Bahk;n, biaya adaptasi akibat 
perubahan iklim pada rahun 2030 dapat mencapai US$ 50-130 miliar, di 
mana hampir 60% nya akan ditanggung oleb negara berkembang. Melihat 
persoaian ini, green econo/'lIY merekomendasikan agar negara-negara di 

segera melakukan investasi untuk mengganti energi fosH dengan 
terbarukan yang ramah lingkungan. 

Green economy di bidang energi selain penting untuk menyelamatkan 
bumi tempat kita berpijak, juga menghadirkan peluang ekonomi yang 
sangat besar. Investasi di bidang pengembangan energi terbarukan sudah 

memiliki pasar. Sejak tahun 2002 hingga 2010 lalu, nilai invesrasi 
global dalam pengembangan energi terbam tdah mencapai nitai 33% 
dari nilai invesrasi global (UNEP/SEFI, 2010). Brazil, China, dan India 
mempakan negara yang rdah mengambil peluang dan kini 
menjadi pemimpin dunia dalam mengembangkan energi terbamkan. Hal 
ini dap:lt berjalan dengan baik karena adanya komitmen yang kuat dari 
pemerintah yang diwujudkan dengan adanya kebijakan yang 
kepentingan tersebut. Tanpa komitmen dan kebijakan dari pemerintah, 
energi terbarukan hanya akan meniadi wacana. 

3.4. Green Economy, Efisiensi Energi, dan Material 

manufaktur dianggap sektor yang boros energi dan 
sumberdaya. Hal ini tergambarkan dari penggunaan energi listrik yang 
mencapai 35% dari total pengunaan energi dunia; mengekstrak lebih 

sepcrempat sumberdaya alam; dan menyumbangkan emisi CO 2 

minimum sebesar 20% dari total emisi CO global (IAE, 2008). Selain 
itu, industri manufaktur menghabiskan 10% air dari total 
global, bahkan pada rahun 2030 akan mencapai 20% dari rotal kebutuhan 
air dunia. Hal ini tentu akan menimbulkan pcrsaingan penggunaan air 

GREEN ECONOMY'MenuilJ Pembongunan Berkefanjutan 

dengan pengguna lainnya seperti sektor pertanian dan perkotaan (urban). 
Selain itu, industri manufaktur juga menyumbangkan 17% polusi udara; 
dan kemsakan yang ditimbulkan oleh polusi udara tersebut setara dengan 
1-5% dad total nilai GDB global (World Bank for Recontruction and 
Development, 2010). 

Green economy pun menuntut industri manufaktur untuk menerapkan 
teknologi ramah lingkungan, hemat energi, dan bahan baku. Proses 
produksi hams didesain ulang agar memungkinkan dilakukan reusing 
dan recyling material dan byproduct. Karena itu closed cycle manufilcture 
merupakan pilihan untuk menghemat bahan baku, energi, air dan lain­
lain, sekaligus juga untuk mengurangi buangan limbah. Jika kegiatan 
manufaktur dilakukan sebagaimana biasanya (business as usual); dan taraf 
hidup terus meningkat maka diprediksi pada tahun 2050 secara global 
akan dihasilkan limbah sebanyak 13,1 miliar ton; atau 20% lebih tinggi 
dari yang dihasilkan pada tahun 2009 (UNEP, 2011). Tidak hanya di 
sektor industri manufaktllr, green economy pun mendorong pengurangan 

dan peningkatan efisiensi energi di sektor pertanian, yang jika 
maka akan berkontribusi dalam memperkuat ketahanan 

pangan (food security). UNEP (2009) melaporkan empat pin tu kehilangan 
bahan pangan, yaitu pada saat pemanenan (edible crop harvest), 
pemanenan (afe" harvest), meat and dairy, dan kegiatan konsumsi yang 
masing-masing senilai 4600 kkal, 4000 kkal, 2800 kkal, dan 2000 kkal 
per kapita per h:ui. UNEP menegaskan adalah sangat realistis jika kita 
menargetkan untuk mengurangi 50% dad pemborosan tersebut pada 
setiap rantai; dan ini akan berkontribusi yang sangat signifikan dalam 
penyediaan bahan pangan. 

3.5. Green Economy dan Masyarakat Urban 
Karr.al-Chaoui dan Robert (2009) dalam papernya yang berjudul 

Competitive Cities and Climate Change mengatakan bahwa saat ini 50% 
penduduk dunia tinggal di perkotaan, mengkonsumsi 60-80% energi dan 
menghasilkan 75% emisi karbon. Penduduk perkotaan yang demikian 
padat dan arus urbanissi yang cepat memberikan tekanan yang luar 
terhadap sumbcr air bersih, sistem buangan dan fasilitas kesehatan; y<lng 
sering menyebabkan penurunan kualitas Iingkungan dan infrastruktur 
serra peningkatan biaya kesehatan. Untuk mengatasi hal ini. Green 
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Economy mendukung konsep ecocities atau green cities dengan karakteristik 
utamanya adalah kepadatan penduduk, perumahan, pekerjaan, hiburan, 
rransporrasi dan lain-lain diupayakan paua level kenyamanan. 

Green economy begiru menaruh perhatian terhadap perkotaan karena 
dalam beberapa dekade ke depan kota akan mengalami pertumbuhan 
dan perluasan sejalan dengan perrumbuhan invesrasi di sejumlah negara 

perrumbuhan ekonomi ringgi (emerging economies). Sebagai 
comoh, perrumbuhan populasi perkoraan di India meningkar dari 290 
pada rahull 2001 menjadi 340 jura pada tahun 2008, dan diproyeksikan 
akan mencapai 590 juta pada tahull 2030. Sebagai konsekuensinya, India 
harus membangun 700-900 juta meter persegi kawasan pemukiman 
dan komersial agar dapat mengakomodir pertumbuhan tersebut. 
itu, India pun harus investasi senilai US$ 1,2 miliar per rahun untuk 
membangun 350-400 km subway dan 25.000 km jalan raya. 

Keadaan yang serupa juga dialami oleh China, di mana 
perkotaan diptoyeksikan akan naik dari 650 juta pada tahun 

2030 (World Urban Prospect, 201 
Unruk menyiapkan infrastruktur bagi penduuuk perkotaan tersebut, 
China harus mengalokasikan anggaran sebesar 10% dari total GOP pada 
rahun 2001 atau sekirar 800-900 miliar RMB seriap 

yang mcnj:101 perhatian Green economy adalah dampak 
dari pembangunan tersebut. Sebagaimana rdah diketahui, gedung­
gedung pemukiman, perkanroran dan lain-lain merupakan kontributor 
mama emisi CO,. Secara global, sepertiga dad penggunaan 
berlangsung dala~n gedung-gedung, yang setara dengan 8,6 miliar ron 
Co" per rahun. Pada proses konsrruksi pun tak lupur dari perharian 
green econoilly. Karcna proses konsrruksi setiap tahunnya menggunakan 
stpertiga dari sumberdaya global, termasuk 12% sumberdaya air, serra 
menghasilkan 40°'0 limbah padat (IPCe. 2007). Oleh karena iru, 
proses pengembangan kora, Green economy merekomendasikan agar 
karakteristik green cities diperhatikan. 

GREEN ECONOM t MenlJju Pembangunan Berkelanjutan 

4. Catatan Kritis Terhadap Green Economy 
Ookumen UNEP ten tang green economy tidak menyampaikan gagasan 

baru. Ide yang disampaikan kurang lebih sarna dengan pembangunan 
berkelanjutan yang telah dikenal dan menjadi agenda Perserikatan Bangsa­
Bangsa (United Nations) sejak Rio Summit 20 tahun lalu. Menjelang 
Rio Summit+20 pada bulan Juni 2012, ada upaya pengarus-utamaan 
(mfJinstrettming) Green Economy dan berupaya menjadikannya pokok 

lltama menggantikan konsep pembangunan berkelanjutan. 
Karena tidak ada perbedaan mendasar antara green economy dengan 
pembangunan berkelanjutan, lamas banyak yang mempertanyakan upaya 
pengarus-utamaan tersebut bahkan mencurigai adanya agenda terselubung 

negara-negara maju. 

(2011) mempertanyakan ide baru baru dari green economy. Kalau 
yang dimaksud green econort~y adalah konservasi SOAL, pengurangan 
emisi karbon, menurunkan polusi, penghematan energi, air dan lain-lain, 
bukankah hal tersebut telah menjadi perhatian dan keinginan kita? Lagi pula 
UNEP ridak menielaskan strategi yang akan digunakan untuk mencapai 

itu, bagi negara miskin permasdahannya 
sarna yaltu bagaimana memicu pertumbuhan ckonomi, meningkatkan 
kesejahteraan, mengurangi kemiskinan sccara nyara dan menciptakan 
lapangan pekerjaan. Green economy tidak rnenjelaskan hal tersebut, 
sebagaimana ia ridak menjelaskan bagaimana membangun ekonomi yang 
ramah lingkungan. Karena ketidakjelasan konsep green economy, banyak 
negara bekembang menempatkan konsep green economy hanya penegasan 
uL!ngatas konsep pembangunan berkelanjutan dan memperkuar komitmen 

merealisasikan dunia yang semakin 

Oi samping itu, Khor (2011) menyampaikan bcberapa hal yang 
diwaspadai berkaitan dengan upaya pengarus-utarnaan green economy 
Rio Sammit mendarang. Pertama, green economy dikhawarirkan hanya 
rnenekankatt pad a dimensi lingkungan. Padahal, negara berkembang masih 
perlu mempertimbangkan dimensi perrumbuhan ekonomi dan keadilan. 
Jika menekankan pada dimensi lingkungan dan negara berkembang 
dipaksa seeara sepihak untuk menjalankannya, bisa dipasrikan l:paya 
pencapaian kesejahteraan rakyar di negara berkembang akan 
sullt. Alokasi anggaran akan rerserap habis untuk mernenuhi runtutan 
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green economy. Kedua, dikhawatirkan pula bahwa konsep green economy 

diperlakukan sebagai resep tunggal yang dianggap manjur untuk semua 
negara. Padahal setiap negara memiliki jenis dan tingkat permasalahan 
yang berbeda. Ketiga, dalam perkembangannp green economy dapat 
menjadi alat proteksi perdagangan (non tariff barrier). Hal ini terutama 
diberlakukan secara sepihak oleh negara maju untuk mC'nolak imp or 
barang dari negara berkembang yang dianggap belum menjalankan 
greer, economy. Jika demikian kejadianya, maka negara berkembang akan 
berusaha memaksakan diri untuk memenuhi kuaiifikasi green economy dan 
mengabaikan investasi umuk sektor lain yang lebih penting. Keempat, greel1 

economy pun disinyalir dapat menjadi prasyarat bagi negara berkembang 
untuk mendaparkan bantuan, pinjam:m, penjadwalan ulang atau 
pembebasan hmang. Jika demikian, negara berkembang akan berkurat 
mengatasi persoalan lingkungan dan lupa mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyatnya. 

Selain itu, isu lain terkait dengan green economy adalah peran sektor 
publik dan swasta serra peran regulasi dan mekanisme pasar dalam 
permasalahan lingkungan. Banyak yang meyakini bahwa sesungguhnya 
timbulnya permasalahan lingkungan merupakan indikasi kegagalan 
ekonomi pasar (market failure) dan peran scktor swasra. Sektor swasta 
dan mekanisme pasar telah mendorong terjadinya eksploitasi sumberdaya 
abm yang berujung pada terjadinya deplesi sumberdaya alam, polusi, 
pemanasan global dan degradasi lingkungan pada uillumnya. Oleh karena 
itu, green economy seharusnya mengatur dan mengendalikan sehor swasta 
agar membatasi secara ketat pembuangan emisi, polusi, penggunaaD 
pestis ida, selain penerapan pajak dan denda. Green economy seharusnya 
meegupayakan negara-ntg2.ra maju y~~ng sudah jelas-jelas lllerupakan 
konrributor mama emisi gas ruillah kac:a, polusi dan bahan buangan lainnya 
mengurangi emisinya. J\1arkc't bmed solution seperri memperjU3.lbelikan 
izin membuang emisi (emission permit trade) h3.rus ditolak karena hal itu 
dapat dijadikan alat bagi negara waju untuk mengabaikan kewajibannya 
mengurangi limbah. Mekanisme REOD relah memberikan pengalaman 
berharga. Negara maju yang telah nyata-nyata memberikan share terbesar 
bagi pemanasan global bebas membuang gas rumah kaca. Oi pihak lain, 
negara berkembang diminra melestarikan hutan untuk menyerap GRK 
yang mereka buang dengan imbalan yang tidak seberapa. 

Hal lain yang harus dilihat secara kritis adalah rekomendasi green 

economy untuk mencabut subsidi sebagai syarat utama memasuki era 
green economy. Kebijakan subsidi bidang energi terutama terkait dengan 
penggunaan bahan bakar fosil dituntut segera dicabut. Karena hal ini 
dianggap menghambat upaya penemuan atau pencarian energi terbarukan 
yang ramah lingkungan. Logika ini sepertinya benar, namun berrentangan 
dengan fakta di lapangan di mana masih banyak pelaku usaha mikro dan 
kecii serra masyarakat golongan tidak mampu membutuhkan subsidi 
pemerintah. Jika subsidi energi dicabut, mereka akan semakin mengalami 
kesulitan hidup. Padahal, pelaku usaha kecil dan mikro serra golongan 
tidak mampu merupabn kelompok mayoritas. 

Oemikian pula di sektor perikanan, pencabutan subsidi bahan 
bakar akan membuat nelayan kecil semakin menderita. Apalagi saat ini 
mereka sedang menghadapi fenomena perubahan iklim mikro. Tidak 
ada pilihan, mereka harus beradaptasi dengan situasi yang berubah ini. 
Hal itu relah memaksa mereka meningkatkan biaya operasional sekedar 
untuk memperrahankan hasil tangkapan bukan untuk meningkatkan hasil 
tangkapan. Lagi pula, tuduhan UNEP sebagaimana disampaikan dalam 
dokumen green economy bahwa subsidi di sektor perikanan merupakan 
drivingfactor terjadi overfishing masih diperranyakan keabsahan ilmiahnya. 
Terjadinya overfishing bukan karen a subsidi bahan bakar bagi nelayan tapi 
karena keserakahan nela}'3.n bermodal besar dan lemahnya kelembagaan. 

Hal lain yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah 
pengembangan standar dean tec/ln%gy sebag3.i bagian dari agenda green 

economy. Kita me!:lbutuhkan teknologi ramah lingkungan seperti mesin 
:'ang menghasilkan rendah karbon, hemat energi, dan sedikit limbah. 
Teknologi semacam itu sudah dikembangkan di sejumlah negara Eropa, 
Amerika, Jepang, Cina dan India; dan hasilnya sudah dipatenkan dengan 
perlindungan hak kepemilikan intelektual (intellectual propertj right). 

Jika prasyarat dean techll%gy diberlakukan pada negara berkembang 
yang masih miskin sebagai bagiar: dari pelaksanaan green economy, tentu 
aka!: sangat memberatkan negara berkembang tersebut. Mereka harus 
mC'ngeluarkan tambahan belanja untuk memenuhi tuntutan tersebut dan 
mengurangi anggaran pos lain ~'ang lebih penting untuk peDgentasan 
kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan lain-lain. 
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Pandangan kritis atas beberapa aspek dad green economy tidak 
dimaksudkan sebagai pandangan yang menentang semangat membangun 
bumi agar semakin hijau. Membangun bumi semakin hijau agar nyaman 
untuk dihuni merupakan harga mati dan sudah sepantasnya menjadi 
komitmen kita bersama. Namun, untuk mencapai hal itu tidak harus 
menggunakan resep yang sama yang bernama green economy, apalagi 
jika dalam pelakasanaannya dipaksakan secara sepihak, mengisyaratakan 
adanya unfair menguntungkan dari negara-negara maiu dan menambah 
beban negara-negara berkembang. 

5. Kesimpulan 
Secara prinsip green economy tidak memiliki perbedaan mendasar 

dengan pembangunan berkelanjutan atau pembangunan ramah 
Iingkul1gan (environmentally friendly). Namun perlu diakui, green economy 
memiliki target capaian yang jelas dan terukuf, sedangkan pembangunan 
berkelanjutan bersifat normatif. Oleh karena itu, green economy seyogianya 
dipandang sebagai jalan menuju sustainable development. 

Hingga kini, konsep green economy belum final. Masih rerdapat 
ruang untuk diskusi dan mendebarkannya. Pertemuan-pertemuan ringkar 
internasional pun terus dilakukan untuk mematangkan konsep tersebut 
agar ketika dibahas di Rio Summit+20 JUl!i 2012 mend:J.tang sudah 
matang dan mengakomodir semua kepentingan, terutama kepentingan 
negara berkembang yang masih berkutat dengan persoalan-persoalan 
mendasar seperti kemiskinall, penganggurall, kebodohan dan lain-lain. 
Untuk itu, keterlibatan negara-negara bcrkembang seperti Indonesia dalam 
pembahasan naskah tersebur penting dan perlu agar dapat mengawal dan 
memberikan argumell jika ada indikasi upaya penvimpangan yang secara 
wifair mellgulltungkan negara maju dan mengabaikan kepentingan negara 
berkembang. 
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SOLUSI EKONOMI KERAKYATAN 
BERBASIS KONSTlTUSI/UUD' 45 
SEBAGAI PIONIR DALAM ASEAN 
CHARTER 

Oleh: 

Didin S DamanhurP 


1. Pengantar 
ASEAN (Association ofSouth East Asia Nations) yang telah berumur 

sekitar 42 tahun (berdiri tanggal 8 Agustus 1967) telah mengalami banyak 
kemajuan baik secara politik-keamanan, ekonomi maupun sosial-budaya. 
Bukti kemajuan riga aspek itu antara lain dengan terakumulasikan dalam 
bentuk lahirnya ASEAN CHARTER yang ditandatangani oleh 10 negara 
ASEAN tanggal 20 November 2007 yang dapat menjadi landasan hukum 
bagi kerjasama ASEAN. Salah satu tujuan lahirnya ASEAN CHARTER 
adalah: "committed to intensifYing community building through enhanced 
regional cooperation and integration, in particular by establishing an ASEAN 
Community comprising The ASEAN S.:curity Community, The ASEAN 
Economic Community, and TI,c ASEAN Socio-cultural Community". 

khusus ASEAN Charter dalam aspek sosial-ekonomi, antara 
lain menyangkut poin-poin nomor: 

5. To create.:l single market and production base which is stable, prospereous, 
compepetitive andeconomically integrated with effectivefacilitation 

for trade and inVestment in which there is free flow ofgoods, services and 
irzvestment;facilitated movement ofbusiness persons, professionals, talents 
and labor; andfree }low ofcapital. 

I amara lain Staf Ahli Pengajar bid.Ekonomi Lemhannas Rt Pendiri INDEF (istitute for 
Del'e/ojJlI1clli Economics and Finallce). Guru Besar Dep.Ilmu Ekonomi. Fak.Ekonomi & 
Manajemen/FEM IPB. 
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